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ABSTRAK

Fenomena perkawinan anak di Indonesia menunjukkan persoalan struktural
yang belum terselesaikan. Isu kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan,
konstruksi sosial-budaya dan justifikasi keagamaan yang tekstual kerap
mempengaruhi kelanggengan praktik perkawinan anak. Fatwa Kongres Ulama
Perempuan Indonesia (KUPI) hadir sebagai responss yang menolak sekaligus
membongkar pembenaran praktik tersebut. Penelitian ini memandang fatwa
tersebut sebagai media transmisi wacana baru, melebihi teks normatif semata, yang
berorientasi pada perlindungan dan keadilan bagi anak perempuan sehingga penting
untuk ditelusuri bagaimana wacana tersebut disusun, dikembangkan dan
diposisikan dalam konteks sosial praktik perkawinan anak.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan Analisis
Wacana Kritis Norman Fairclough yang meliputi tiga dimensi analisis, yaitu teks,
praktik diskursif, dan praktik sosial. Data utama berupa Fatwa KUPI No.
02/IV/2017 tentang Pernikahan Anak, didukung oleh dokumen kelembagaan, dan
literatur akademik terkait. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi strategi
kebahasaan, proses produksi dan distribusi wacana, serta relasi ideologi dan
kekuasaan yang melatarbelakanginya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi teks, fatwa KUPI secara
konsisten membangun representasi pernikahan anak sebagai praktik sosial yang
menimbulkan mudharat dan melanggar hak anak. Anak perempuan
direpresentasikan sebagai subjek yang memiliki hak dan harus dilindungi, bukan
sebagai objek perwalian absolut. Pada dimensi praktik diskursif, fatwa diproduksi
melalui musyawarah kolektif ulama perempuan yang mengintegrasikan dalil
keagamaan, prinsip magqasid al-syari‘ah, dan data empiris, sehingga membentuk
model otoritas keagamaan yang dialogis dan kontekstual. Sementara pada dimensi
praktik sosial, wacana perlindungan dalam fatwa KUPI berfungsi sebagai bentuk
perlawanan terhadap hegemoni patriarki religius yang menormalisasi pernikahan
anak demi menjaga kehormatan dan moralitas keluarga. Meskipun demikian,
transformasi yang dihasilkan hanya mencakup ranah diskursif dan simbolik, karena
struktur sosial dan mekanisme hukum seperti dispensasi nikah masih
memungkinkan praktik tersebut berlangsung. Penelitian in1i menyimpulkan bahwa
Fatwa KUPI tentang Pernikahan Anak bukan sekedar fatwa keagamaan, ia
manifestasi arena produksi makna yang berupaya membangun paradigma Islam
sebagai tawaran berorientasi pada perlindungan dan keadilan bagi anak perempuan.

Kata kunci: Fatwa KUPI, Perkawinan Anak, Perlindungan Anak Perempuan,
Analisis Wacana Kritis, Hukum Keluarga Islam.
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ABSTRACT

The phenomenon of child marriage in Indonesia shows structural problems
that have not been resolved. The issue of poverty, limited access to education, socio-
cultural construction, and textual religious justification often affect the permanence
of the practice of child marriage. The Fatwa of the Indonesian Women's Ulema
Congress (KUPI) is present as a religious responsse that rejects and dismantles the
justification of the practice. This study views the fatwa as a medium for the
transmission of new discourse, beyond mere normative texts, which are oriented
towards protection and justice for girls, so it is important to explore how the
discourse is structured, developed and positioned in the social context of child
marriage practices.

This research is a library research with the Norman Fairclough Critical
Discourse Analysis approach which includes three dimensions of analysis, namely
text, discursive practice, and social practice. The main data is in the form of KUPI
Fatwa No. 02/IV/2017 concerning Child Marriage, supported by institutional
documents, state regulations, and related academic literature. The analysis was
carried out by identifying linguistic strategies, the process of production and
distribution of discourse, as well as the ideological and power relations behind it.

The results of the study show that in the text dimension, fatwas consistently
build the representation of child marriage as a social practice that causes harm and
violates children's rights. Girls are represented as subjects who have rights and must
be protected, not as objects of absolute guardianship. In the dimension of discursive
practice, fatwas are produced through collective deliberation of women scholars
who integrate religious postulates, the principles of magasid al-syari'ah, and
empirical data, thus forming a dialogical and contextual model of religious
authority. Meanwhile, in the dimension of social practice, the discourse of
protection in the KUPI fatwa functions as a form of resistance to the hegemony of
religious patriarchy that normalizes child marriage in order to maintain the honor
and morality of the family. However, the resulting transformation only covers the
discursive and symbolic realms, since social structures and legal mechanisms such
as marriage dispensation still allow such practices to take place. This study
concludes that the KUPI Fatwa on Child Marriage is not just a religious fatwa, it is
a manifestation of the arena of meaning production that seeks to build an Islamic
paradigm as an offer oriented towards protection and justice for girls.

Keywords: KUPI Fatwa, Child Marriage, Protection of Girls, Critical Discourse
Analysis, Islamic Family Law.
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Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan
Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan
Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun

1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai

berikut:

I.  Konsonan Tunggal

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Arab Huruf Latin Keterangan

\ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

< Ba’ B be

< T2 T te

& Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J je

z Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha

3 Dal D de

3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
D Ra’ R er

J Zai Z zet

o Sin S es

B Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad de (dengan titik di bawah)
L ta’ T te (dengan titik di bawah)

X




L za Z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ Koma terbalik (di atas)
¢ Gain G ge
- Fa’ F ef
3 Qaf Q qi
< Kaf K ka
Lam L ‘el
B Mim M ‘em
8] Nin N ‘en
3 Waw w we
J Ha’ H ha
s Hamzah ‘ Apostrof
< Ya’ Y ye

I1.  Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap, contoh:

& ditulis Hikmah

ake ditulis “illah

I1l. Ta’ Marbitah di akhir kata

a. Bila dimatikan maka ditulis dengan h

sailall ditulis al-Ma’idah

Jaadl ditulis Islamiyyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal
lain).

b. Bila diikuti degan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka

ditulis dengan h.

RPN PSS ditulis Karamah al-auliya’




c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah

ditulis t atau h.

Skl 5185 ditulis Zakah alitri
V. Vokal Pendek
: a
o ditulis
Jad Fa’ala
. i
: ditulis i
5% Zukira
: u
s ditulis
day Yazhabu
V. Vokal Panjang
1 Fathah+ alif ditulis a
S ditulis Fala
” Fathah + ya’ mati ditulis a
Ol ditulis Tansa
3 Kasrah + ya’ mati ditulis 1
Jradl ditulis Tafsi/
4 Dammah + wawu mati ditulis a
J gl ditulis Usal
VI. Vokal Rangkap
1 Fathah+ ya’ mati ditulis ai
S ditulis az-Zuhaili
5 Fathah+ wawu mati ditulis au
4153 ditulis ad-Daulah

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
P ditulis a’antum
chel ditulis a’iddat
&G Gl ditulis la’in syakartum
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VIIl. Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”
Ol ditulis Al-Quran
Ol ditulis al-Qiyas
b. Bila diikuti hurus syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.
L) ditulis as-Sama’
Gl ditulis asy-Syams
IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapan
o235 (50 ditulis Zawi al-furid
AN ditulis Ahl as-sunnah
X. Huruf Kapital
Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi
ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang
berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan
huruf awal kata sandangnya.
Contoh:
He il a3 3 Bl gl
Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur’an
XI.  Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan
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sebagainya.

. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh dan sebagainya.

. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia,
sekalipun berbagai regulasi dan program intervensi telah diupayakan negara.! Data
Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Kemen PPPA, menunjukkan adanya
penurunan prevalensi perkawinan anak dalam beberapa tahun terakhir, dari 8,06%
pada 2022 menjadi 6,92% dan mencapai 5,90% pada 2024. Meski demikian, praktik
ini masih tergolong tinggi di sejumlah wilayah dan belum dapat dikatakan
terselesaikan. BPS mencatat pada 2023, proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang
menikah sebelum usia 15 tahun di pedesaan mencapai 0,88%, lebih dari tiga kali
lipat dibandingkan di perkotaan yang hanya mencapai 0,25%. UNICEF juga
menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah absolut
perkawinan anak yang signifikan secara global, yang menegaskan bahwa
pernikahan anak bukanlah sekadar residu tradisi masa lalu, tetapi fenomena sosial

yang masih aktif dan berkelindan dengan kondisi struktural yang kompleks.?

1 Sonny D Judiasih and others, “Efforts to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia:
Towards Sustainable Development Goals,” Journal of International Women'’s Studies, Vol. 21:6
(2020), hlm. 143.

2 Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Lindungi Hak Anak,
Pemerintah Perkuat Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak”, Siaran Pers No. B-
7/ SETMEN/HM.02.04/01/2026, 10 Januari 2026, diakses 29 April 2026, siaran-pers lindungi-hak-
anak-pemerintah-perkuat-pencegahan-dan-penanganan-perkawinan-anak - kemenpppa-go; Badan
Pusat Statistik, “Perkawinan Anak: Realitas di Kota dan Desa dalam Angka”, GoodStats Data,
diperbarui Mei 2024, diakses 29 April 2026, Perkawinan Anak: Realitas di Kota dan Desa dalam
Angka - GoodStats Data; BPS, UNICEF, & PUSKAPA UI, “Pencegahan Perkawinan Anak:
Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda”, 5 Februari, 2020, diakses 29 April 2026, hlm. 23-31,

Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda - PUSKAPA
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Praktik perkawinan anak sangat erat kaitannya dengan tradisi budaya,
kompleksitas struktur sosial-ekonomi, dan relasi gender.® Kemiskinan, akses
pendidikan yang terbatas, dan ketimpangan informasi kesehatan reproduksi di
beberapa daerah mendorong keluarga melihat perkawinan sebagai solusi agar anak
perempuan “aman” secara finansial dan sosial.* Di sisi lain, standar sosial yang
kaku dan pemahaman agama yang tekstual, serta dominasi keputusan keluarga turut
membatasi otonomi perempuan dalam menentukan rencana dan pilihan dalam
kehidupannya.® Sampai tahap ini, perkawinan anak sebenarnya dapat dipotret
sebagai praktik berulang, yang diproduksi dan direproduksi oleh struktur sosial dan
budaya yang belum sepenuhnya mampu menjamin hak anak atas pendidikan,
perlindungan, dan pengembangan diri secara adil.®

Dalam konteks inilah upaya perlindungan dan gagasan transformatif demi
kepentingan anak dan perempuan memperoleh ruang penting, termasuk melalui
gerakan intelektual-keagamaan seperti Kongres Ulama Perempuan Indonesia
(KUPI). Melalui pendekatan keislaman yang berperspektif keadilan gender, KUPI
berupaya merespons problem sosial dengan melahirkan fatwa yang menegaskan

perlunya perlindungan bagi pihak rentan, yaitu anak dan perempuan serta

3 Kasjim Salenda, “Abuse of Islamic Law and Child Marriage in South-Sulawesi
Indonesia,” Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies, Vol. 54:1 (2016), hlm. 100.

4 Heri Kuswanto and others, “Prevalence of and Factors Associated with Female Child
Marriage in Indonesia,” Plos One, Vol. 19:7 (2024), him. 8.

5 Marvill Jonathan Palimbunga, “Patriarchy and Stereotypes: The Challenges of Women’s
Contribution In Indonesian Politics,” Serat: Journal of Literature & Cultural Studies, Vol. 1:3
(2024), him. 74.

® Muhammad Jazil Rifqi and others, “Child Marriage in Villages: Misuse of Ijbar,
Structural Discrimination, and Best Interest of the Child Dismissal,” Al-Ihkam: Jurnal Hukum &
Pranata Sosial, Vol. 20:1 (2025), hlm. 182.



cenderung mengharamkan praktik-praktik yang dianggap merugikan. Meskipun
gagasan ini hanya dimuat dalam fatwa organisasi, yang tidak memiliki daya ikat
sebagaimana hukum negara, fatwa ini dinilai cukup kuat dalam mempengaruhi
opini publik karena menawarkan tafsir alternatif.’

Penelitian ini mengkaji Fatwa KUPI No. 02/IV/2017 tentang Pernikahan
Anak, yang memandang fenomena perkawinan anak sebagai bukti bahwa
masyarakat masih memahami konsep perkawinan dalam fikih secara tekstual. Hal
ini berkaitan dengan konsep Baligh dan [jbar yang masih menjadi dalih absolut
dalam memaksakan perkawinan bagi anak perempuannya serta menganggap wajar
atas perkawinan usia anak.

Praktik ini tentu memposisikan anak perempuan sebagai pihak yang
dirugikan. Para perumus fatwa menegaskan bahwa perkawinan anak membawa
resiko besar bagi kesehatan reproduksi, perkembangan psikologis, dan
keberlangsungan masa depan anak perempuan sehingga praktik ini perlu dicegah
demi menghindari kemudaratan.® Karena itu, apabila ditinjau lebih dalam, substansi
fatwa ini justru mengkritik pemahaman fikih yang terlalu disederhanakan, sekaligus
menawarkan pembacaan baru yang berorientasi pada perlindungan anak

perempuan.

" Muhammad Rasyid and others, “Science and Its Role in Changes in Islamic Legal
Thought (An Analysis of Changes in the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Due to Recent
Scientific Findings),” Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 23:2 (2023), hlm. 125; Elsy
Renie, “The Urgency of Fatwa in the Law of Sharia Economics in Indonesia,” JURIS (Jurnal Ilmiah
Syariah), Vol. 20:2 (2021), hlm. 202; Nor Ismah, "The Increasing Role of Women's Fatwa-Making
in Indonesia", Melbourne Asia Review, 9 Oktober 2023, diakses 26 April 2026, The increasing role
of women’s fatwa-making in Indonesia | Melbourne Asia Review.

8 Akh Syamsul Muniri and Nur Shofa Ulfiyati, “Kondisi Anak Perempuan dan Dampak
Perkawinan Anak (Studi Pandangan Ulama Perempuan Indonesia),” AI-Mawarid: Jurnal Syariah
dan Hukum (JSYH), Vol. 3:1 (2021), hlm. 8.
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Mengacu pada konstruksi argumen fatwa tersebut, penulis berasumsi bahwa
KUPI tengah membangun suatu wacana (ideologi) tertentu sebagai respons
terhadap wacanan dominan yang menopang praktik perkawinan anak. Wacana
KUPI dalam fatwa tersebut menunjukkan keberpihakan terhadap anak perempuan
yang diposisikan sebagai pihak rentan dalam praktik perkawinan anak, dimana
wacana tersebut beroperasi melalui bahasa, argumentasi dan nilai-nilai keagamaan
yang progresif. Dugaan ini muncul karena fatwa tersebut tampaknya tidak hanya
berhenti pada kesimpulan normatif dengan klausul sederhana yang melarang
praktik perkawinan anak. Lebih dalam, ada dominasi nilai dan kecenderungan
politis tertentu yang sengaja ditonjolkan di balik pilihan struktur kata dan
argumentasi yang digunakan, yang dapat dibaca sebagai artikulasi proyek ideologis
keagamaan, berupaya menempatkan anak perempuan sebagai subjek hukum yang
berdaya, memiliki agensi dan kapasitas untuk menentukan pilihan hidupnya.

Meski demikian, dugaan ini perlu dikaji lebih mendalam, untuk memahami
bagaimana narasi perlindungan tersebut diartikulasikan secara linguistik dan
ideologis dalam teks fatwa, serta bagaimana ia beroperasi dalam konteks sosial
yang lebih luas. Karena itu, penelitian ini memandang penting untuk menganalisis
struktur bahasa, praktik diskursif dan fondasi ideologis dari fatwa KUPI tentang
pernikahan anak guna mengungkap bagaimana KUPI memproduksi dan
merepresentasikan wacana perlindungan anak perempuan dalam tatanan produk
hukum Islam kontemporer.

Berangkat dari pernyataan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada narasi

perlindungan bagi perempuan yang dikonstruksi oleh ulama perempuan dalam



perumusan fatwa tentang Pernikahan Anak serta bertujuan untuk menganalisis
kontribusi fatwa KUPI terhadap penguatan perlindungan bagi perempuan di
Indonesia. Penelitian ini tidak hanya memotret substansi normatifnya, tetapi juga
konteks sosial dan diskursus yang mengiringinya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi wacana perlindungan dibangun dalam Fatwa KUPI
tentang Pernikahan Anak?

2. Bagaimana wacana perlindungan dalam Fatwa KUPI tentang Pernikahan
Anak diproduksi, dipahami dan diposisikan dalam konteks praktik
perkawinan anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konstruksi wacana
perlindungan dibangun dalam Fatwa KUPI tentang Pernikahan Anak.

2. Tulisan ini mengkaji bagaimana wacana perlindungan dalam Fatwa KUPI
tentang Pernikahan Anak diproduksi, dipahami dan diposisikan dalam
konteks praktik perkawinan anak.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai isu Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia telah dikaji
dengan tiga kelompok kecenderungan. Pertama, penelitian yang menekankan
pendekatan maqgasid dan kemaslahatan, yang melihat fatwa sebagai upaya

melindungi jiwa, akal dan keturunan melalui tafsir kontekstual.® Kedua, penelitian

® Ivada Ilya, “Perlindungan Perempuan Dari Pemaksaan Perkawinan Perspektif Magashid
Syari’ah (Studi Fatwa Kupi Ke-2 No. 06/MK-Kupi-2/X1/2022),” Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan
Pranata Sosial Islam, Vol. 5:2 (2023); Arifah Millati Agustina, “Contestation between Figh and



yang membahas dalam perspektif gender dan gerakan perempuan, yang
menempatkan KUPI sebagai bagian dari gerakan tafsir feminis dan penegasan
otoritas ulama perempuan.’® Ketiga, penelitian filosofis yang menganalisis gagasan
dan Fatwa KUPI melalui pandangan ulama perumus fatwa yang membangun
konsepsi perlindungan versi KUPIL.!

Untuk memastikan relevansi dengan fokus penelitian ini, telaah pustaka
dikonsentrasikan pada studi terdahulu yang mengkaji fatwa KUPI tentang
Pernikahan Anak dengan kecenderungan dan tinjauan berdasarkan aspek filosofis
dan pandangan tokoh.

Beberapa penelitian yang didasarkan pada kecenderungan penelitian

terhadap kajian filosofis dan pandangan tokoh telah dilakukan oleh misalnya Taufik

Culture in Indonesia: The Maqasid Al-SharT’ah Paradigm in Dangers of Forced Marriage against
Women,” Sawwa: Jurnal Studi Gender, Vol. 18:2 (2023).

10 Amrin Ma’ruf, Wilodati Wilodati, and Tutin Aryanti, “Kongres Ulama Perempuan
Indonesia dalam Wacana Merebut Tafsir Gender Pasca Reformasi: Sebuah Tinjauan Genealogi,”
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 20:2 (2021); Kusmana Kusmana, “The Qur’an,
Woman and Nationalism in Indonesia: Ulama Perempuan’s Moral Movement,” Al-Jami’ah: Journal
of Islamic Studies, Vol. 57:1 (2019), 83—116; Nor Ismah, “Destabilising Male Domination: Building
Community-Based Authority among Indonesian Female Ulama,” Asian Studies Review, Vol. 40:4
(2016), 491-509; Eva F Nisa, “Muslim Women in Contemporary Indonesia: Online Conflicting
Narratives behind the Women Ulama Congress,” Asian Studies Review, Vol. 43:3 (2019), 434-54;
David Kloos and Nor Ismah, “Siting Islamic Feminism: The Indonesian Congress of Women Islamic
Scholars and the Challenge of Challenging Patriarchal Authority,” History and Anthropology, Vol.
34:5 (2023), 818-43; Inayah Rohmaniyah, “Female Ulama’s Authority: Deconstructing Masculine
Domination in Islamic Norms and Practices,” Infernational Journal of Islamic Thought, Vol. 6:1
(2022).

1 Taufik Hidayatulloh and Bahro Syifa, “Analysis Study of the Movement of the
Indonesian Women’s Ulama Congress (KUPI) in Against Sexual Violence and Child Marriage,”
Smart: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity, Vol. 2:2 (2022), 127-42; Muniri and Ulfiyati,
“Kondisi Anak Perempuan dan Dampak Perkawinan Anak (Studi Pandangan Ulama Perempuan
Indonesia),” AI-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 3:1 (2021), 1-11; Arifah Millati
Agustina and Nor Ismah, “Challenging Traditional Islamic Authority: Indonesian Female Ulama
and the Fatwa against Forced Marriages,” Journal of Islamic Law, Vol. 5:1 (2024), 125-146; Nur
Shofa Ulfiyati, “Pandangan dan Peran Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Dalam
Mencegah Perkawinan Anak,” De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah, Vol. 11:1 (2019), 23-35.



dan Bahro (2022)%2, yang mengkaji isu kekerasan seksual dan perkawinan anak
dengan menganalisis fatwa terkait dengan menggunakan pandangan para ulama
perempuan yang terlibat dalam perumusan fatwa serta menjelaskan implikasi dari
tindakan kekerasan seksual dan perkawinan anak. Tulisannya menunjukkan bahwa
KUPI membangun wacana perlindungan anak melalui reinterpretasi teks agama
berbasis nilai rahmatan lil ‘alamin, maslahah, dan keadilan gender. Fatwa KUPI
menyatakan mencegah pernikahan anak hukumnya wajib karena menimbulkan
lebih banyak mafsadah daripada maslahat. Perlindungan dipahami sebagai
tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat, dan negara untuk mewujudkan
keluarga sakinah, mawaddah wa rahmabh.

Syamsul Muniri dan Nur Shofa Ulfiati (2021),"® menganalisis sudut
pandang ulama perempuan terkait situasi anak perempuan dan efek buruk
perkawinan anak. Tulisan ini menemukan bahwa perkawinan anak dapat merusak
masa depan anak dalam berbagai aspek, termasuk kesehatan reproduksi, psikis,
ekonomi dan pendidikan. Dampak negative ini juga berpotensi merugikan negara
karena dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang lemah dan
penurunan kualitas generasi bangsa, sehingga bertentangan dengan UU
Perlindungan Anak No. 23/2002. Perlindungan anak dikaitkan langsung dengan

pemenuhan hak asasi manusia dan pencegahan kemiskinan antargenerasi.

12 Hidayatulloh and Syifa, " Analysis Study of the Movement of the Indonesian ...".

13 Muniri and Ulfiyati, " Kondisi Anak Perempuan dan Dampak Perkawinan ...".



Arifah Millati Agustina dan Nor Ismah (2024),'* mengkaji fatwa KUPI No.
06/2022 secara filosofis mengenai perbedaan ulama perempuan dalam
merekonstruksi konsep Wali Mujbir dengan mayoritas pendapat ulama fikih
tradisional. Tulisan ini mengungkapkan bahwa KUPI mendasarkan fatwanya pada
tiga unsur pendekatan yaitu, Ma’ruf, Mubadalah dan Keadilan Hakiki yang
mempromosikan nilai egalitarianism. Tulisan ini juga menunjukkan bahwa KUPI
menafsirkan konsep Ijbar yang sering dipahami sebagai hak wali pernikahan untuk
secara paksa menikahkan anak perempuannya, diartikan menjadi ekspresi tanggung
jawab dan kepedulian terhadap kepentingan anak perempuan. Rekonstruksi ini
memperkuat dasar filosofis perlindungan anak dan perempuan dari perkawinan
paksa, dengan merujuk pada maqasid syariah, pengalaman perempuan, dan
peraturan perundang-undangan.

Nur Shofa Ulfiyati (2019)*, mengkaji pandangan tokoh agama perempuan
terkait perannya dalam mencegah perkawinan anak, hasil tulisan ini
menggambarkan pandangan KUPI yang menolak pernikahan anak, khususnya yang
melibatkan ibu dengan kondisi kesehatan rentan. Mereka berpendapat bahwa
pernikahan anak yang melibatkan ibu dalam kondisi lemah memiliki potensi untuk
melahirkan bayi yang kurang sehat. Karena itu, pencegahan dipandang sebagai
bagian dari perlindungan melalui pendidikan dan penguatan peran ulama

perempuan.

14 Agustina and Ismah, " Challenging Traditional Islamic Authority ...".

15 Ulfiyati, " Pandangan Dan Peran Tokoh Kongres Ulama ...".



Dari telaah tersebut tampak bahwa sebagian besar penelitian menyoroti
substansi hukum fatwa dan gerakan KUPI dari sisi maqasid, kemashlahatan dan
gender. Beberapa diantaranya secara spesifik menunjukkan bahwa wacana
perlindungan anak dalam fatwa KUPI dibangun melalui kerangka maqasid syariah,
hak asasi manusia, dan keadilan gender, sebagaimana terlihat pada penelitian
Taufik & Bahro (2022), Syamsul Muniri dan Nur Shofa Ulfiati (2021), Arifah
Millati Agustina dan Nor Ismah (2024), dan Nur Shofa Ulfiyati (2019).

Namun, hingga kini, dari penelitian terdahulu belum ada tulisan yang secara
khusus membaca Fatwa KUPI tentang Pernikahan Anak sebagai teks wacana yang
memuat strategi kebahasaan, relasi kuasa, dan ideologi tertentu. Lebih dalam,
belum ada pula kajian yang menggunakan analisis wacana kritis Norman
Fairclough untuk mengungkap bagaimana fatwa mereproduksi, menegosiasikan
dan menantang wacana keagamaan patriarki dalam isu pernikahan anak. Karena itu,
penelitian in1 menjadi penting dan dimaksudkan untuk mengisi celah tersebut
dengan membaca Fatwa KUPI tentang Pernikahan Anak No. 02/1V/2017 sebagai
arena produksi makna dan ideologi dalam upaya perlindungan anak perempuan.

E. Kerangka Teori

Tulisan ini dalam menelaah fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia
(KUPI) tentang Pernikahan Anak, menggunakan Critical Discourse Analysis
(CDA) atau Analisis Wacana Kritis (AWK) yang dikembangkan oleh Norman
Fairclough. Fairclough memandang bahwa bahasa tidak pernah netral. Bahasa tidak
hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk membingkai

realitas, menormalisasi praktik tertentu, serta melegitimasi atau menantang struktur
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sosial yang ada. Karena itu, bahasa atau wacana dapat dipahami sebagai praktik
sosial dimana penggunaan bentuk bahasa tertentu memiliki konsekuensi sosial,

politik dan ideologis dalam kehidupan masyarakat.®

Dalam pandangannya, setiap teks merefleksikan dan sekaligus
mengonstruksi realitas sosial melalui pilihan-pilihan linguistik yang digunakan.
Dalam tulisannya ia mengatakan “/ mean discourse analysis which aims to
systematically explore often opaque relationships of causality and determination
between (a) discursive practices, events and texts, and (b) wider social and cultural
structures, relations and processes; to investigate how such prac tices, events and
texts arise out of and are ideologically shaped by relations of power and struggles
over power, and to explore how the opacity of these relationships between
discourse and society is itself a factor securing power and hegemony .}’ Karena
itu, analisis wacana tidak berhenti pada tataran makna bahasa atau teks saja, tetapi
juga menyingkap relasi kuasa dan ideologi yang beroperasi di balik produksi suatu
wacana.'®
Analisis Wacana Kritis Fairclough melibatkan tiga dimensi analisis yang

saling terkait, Teks, Praktik Diskursif dan Praktik Sosial*® Dimensi teks berfokus

pada bagaimana makna dibangun di dalam teks itu sendiri, misalnya melalui pilihan

16 Norman Fairclough, Language and Power, 2" ed. (London and New York: Routledge,
2013), hlm. 18-19; Haryatmoko, “Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan
Teori, Metodologi, dan Penerapan,” Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 14.

7 Norman Fairclough, Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language
(Routledge, 2013), hlm. 93.

18 Aulia Tri Rahayu, “Pemahaman Fairclough Tentang CDA,” in Prosiding Seminar
Nasional Linguistik dan Sastra, (2025), hlm. 266.

¥ Haryatmoko, "Critical Discourse Analysis ...", him. 23.
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kata, istilah kunci, metafora, cara menyebut aktor sosial serta bagaimana suatu
peristiwa direpresentasikan.?’ Pada dimensi teks, tulisan ini akan mengurai unsur
kebahasaan dalam fatwa, seperti pilihan kata, struktur kalimat dan gaya bahasa
untuk memahami bagaimana narasi perlindungan perempuan dikonstruksi secara
eksplisit.

Dimensi praktik diskursif kemudian berfokus pada proses di balik teks,
yakni bagaimana teks diproduksi, oleh siapa, dengan otoritas apa, serta
menggunakan sumber pengetahuan apa. Analisis juga mencakup bagaimana teks
tersebut diedarkan dan dikonsumsi dalam ruang publik, serta bagaimana ia
dipahami atau diperdebatkan oleh berbagai aktor sosial.?* Dengan kata lain, tulisan
ini melihat proses dalam produksi fatwa, termasuk siapa yang terlibat, bagaimana
argument fatwa dibangun dan sumber-sumber yang dirujuk untuk mengungkap
ideologi yang mendasarinya.

Sementara itu, dimensi praktik sosial mengaitkan wacana dengan konteks
sosial yang lebih luas. Pada tahap ini, wacana dipahami sebagai bagian dari kondisi
tertentu, seperti situasi sosial yang melatarbelakangi kemunculan teks, struktur
kelembagaan yang menopangnya, serta ideologi dan relasi kekuasaan yang bekerja
di baliknya. Praktik sosial tidak hanya menjelaskan “konteks” secara umum, tetapi
juga menelusuri bagaimana wacana berkontribusi dalam mempertahankan atau

menantang tatanan sosial yang ada.?? Karena itu, tulisan ini mengkaji implikasi

20 Norman Fairclough, Discourse and Social Change (Cambridge: Polity Press, 1992), him.
75.

2L Ipid., hlm. 78.
2 Ipid., hlm. 86
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fatwa dalam konteks sosial yang lebih luas, termasuk bagaimana fatwa tersebut
berinteraksi dengan struktur sosial masyarakat yang ada termasuk yang berkaitan
dengan praktik sosial yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan ideologi serta
melihat bagaimana fatwa berpotensi mempengaruhi perubahan sosial dalam upaya
melindungi perempuan dari pernikahan anak. Penggunaan teori wacana kritis
Norman Fairclough tidak hanya akan mengidentifikasi narasi dominan atau wacana
perlindungan bagi perempuan dalam fatwa KUPI, tetapi juga akan membahas aspek
kebahasaan dan sosial di balik pembentukan dan penyampaian wacana tersebut.?
F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat /ibrary research,

yang berarti seluruh data diperoleh melalui studi pustaka dari dokumen,

literatur akademik, dan teks fatwa KUPI yang relevan, tanpa melakukan

pengumpulan data lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis yang
dikembangkan oleh Norman Fairclough untuk memahami makna dan ideologi
yang terkandung dalam teks, sekaligus mengungkap bagaimana wacana
berperan dalam membentuk struktur sosial. Pendekatan ini relevan untuk
menelaah fatwa KUPI sebagai fenomena bahasa, ideologi, dan hukum yang

saling beriringan, dengan asumsi bahwa fatwa KUPI sebagai ranah diskursif

2 Elya Munfarida, “Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough,”
KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 8.1 (2014), hlm. 11.
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berlangsungnya negosiasi makna, otoritas, dan interpretasi, melebihi sekedar
teks normative.
2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data
sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa teks resmi fatwa yang
dikeluarkan oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia, yaitu Fatwa No.
02/1V/2017 tentang Pernikahan Anak. Teks fatwa ini menjadi objek utama
analisis sesuai dengan tiga dimensi analisis wacana kritis Fairclough. Adapun,
data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang mendukung, seperti
Dokumen Resmi dan Publikasi Kupi (Risalah, Panduan, Hasil Musyawarah),
Peraturan Perundangan, Laporan lembaga resmi seperti Komnas Perempuan
dan literatur akademik lainnya.
3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (/ibrary research), dengan
langkah-langkah seperti mengumpulkan semua teks dan dokumen terkait fatwa
KUPI serta sumber pendukungnya, mengelompokkan teks berdasarkan aspek
yang akan dianalisis, memastikan keaslian dan keandalan dokumen dan
menandai bagian teks yang mengandung representasi, strategi bahasa dan
ideologi yang relevan dengan fokus penelitian.
4. Analisis Data

Tulisan ini menggunakan model tiga dimensi Analisis Wacana Kritis

Fairclough yang mencakup:
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a. Analisis Teks, mengidentifikasi pemilihan diksi dan istilah, representasi
subjek, struktur kalimat yang menandakan sikap, nilai dan ideologi.
b. Analisis Praktik Diskursif, mengkaji bagaiman teks fatwa diproduksi,
didistribusikan dan dikonsumsi.
c. Analisis Praktik Sosial, mengindetifikasi struktur sosial dan ideologi yang
mempengaruhi lahirnya fatwa KUPI
G. Sistematika Pembahasan
Kajian-kajian yang berkaitan dengan penelitian ini akan tersusun dengan
urutan bab satu sampai lima yang memiliki hubungan satu dengan lainnya.
Rangkaian sistematika penulisan bab tersebut ditujukan untuk mengorganisir
pembahasan secara sistematis untuk mempermudah proses penelitian.

Bab pertama menyajikan uraian tentang latar belakang isu, yang
menjelaskan konteks sosial, keagamaan dan hukum terkait isu perkawinan anak di
Indonesia serta urgensi fatwa KUPI dalam melindungi hak-hak perempuan. Bagian
ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka untuk
menegaskan posisi penelitian diantara studi terdahulu, kerangka teori, metode
penelitian serta sistematika penulisan tesis secara keseluruhan.

Pada bab kedua menyajikan didalamnya landasan teoritis dan konseptual
yang menjadi dasar analisis. Pembahasan diarahkan untuk memberikan
pemahaman menyeluruh mengenai isu yang dikaji serta menegaskan posisi teoritik
penelitian dalam kajian hukum-sosial. Secara umum, bab ini mencakup diskusi
seputar perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, yang

menguraikan dasar normatif dan regulatif terkait isu perkawinan dini. Kemudian
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bentuk perlindungan perempuan, yang menyoroti prinsip-prinsip keadilan-
kemashlahatan dan isu wacana keagamaan yang membahas bagaimana Bahasa dan
tafsir agama membentuk pemahaman sosial dalam masyarakat.

Pada bab ketiga memuat seluruh data yang telah didapat dari hasil
penggalian data bersumberkan pada fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia
Tentang Pernikahan Anak. Secara umum, bab ini merupakan gambaran utuh
mengenai substansi fatwa KUPI, termasuk dasar argumentasi keagamaannya,
prinsip hukum yang digunakan serta nilai-nilai keadilan dan perlindungan
perempuan yang terkandung di dalamnya.

Bab keempat memaparkan hasil analisis peneliti terhadap fatwa Kongres
Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) No. 02/IV/2017 tentang Pernikahan Anak
dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Bab ini
menjelaskan operasionalisasi dimensi analisis wacana kritis yaitu teks, praktik
diskursif, dan praktik sosial berkaitan dengan fatwa, sekaligus menguraikan
bagaimana fatwa tersebut diproduksi, dipahami dan diposisikan dalam medan
perebutan wacana dan ideologi yang melegitimasi perkawinan anak.

Bab kelima berisikan kesimpulan yang memuat hasil dari penelitian yang
telah dilakukan sebagai bagian penutup dari penelitian ini, yang berisikan
kesimpulan serta jawaban terhadap persoalan yang menjadi rumusan masalah serta

implikasi teoritis yang ditemukan dalam penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tiga dimensi Fairclough terhadap Fatwa KUPI tentang
Pernikahan Anak, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak dibangun secara
bertahap melalui perubahan pada tingkat teks, praktik wacana, dan praktik sosial.

Pada tingkat teks, wacana perlindungan dibangun melalui pilihan bahasa
yang tegas dan tidak netral. Pernikahan anak digambarkan sebagai praktik sosial
yang menimbulkan mudarat dan melanggar hak anak. Anak direpresentasikan
sebagai pihak yang harus dilindungi, bukan sebagai objek yang bisa diputuskan
masa depannya oleh orang tua. Bahasa fatwa secara konsisten menggeser fokus dari
sekadar keabsahan akad menuju keselamatan, kesehatan, pendidikan, dan masa
depan anak. Dengan demikian, perlindungan anak ditempatkan sebagai tujuan
utama yang sejalan dengan nilai dasar syariat.

Kemudian pada tingkat praktik wacana, fatwa ini diproduksi melalui proses
musyawarah kolektif oleh ulama perempuan dalam forum KUPI. Otoritas
keagamaan tidak dibangun secara individual dan hierarkis, tetapi melalui dialog dan
argumentasi bersama. Proses ini menunjukkan bahwa pengetahuan keagamaan
dapat dibentuk melalui pengalaman sosial, data empiris, dan realitas yang dihadapi
perempuan dan anak. Fatwa ini tidak hanya menetapkan hukum, tetapi juga
menegaskan posisi ulama perempuan sebagai bagian dari otoritas penafsir ajaran

Islam.
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Sementara pada tingkat praktik sosial, fatwa KUPI hadir di tengah kuatnya
pandangan yang membenarkan pernikahan anak atas nama agama, kehormatan
keluarga, dan tradisi. Praktik tersebut sudah lama dianggap wajar dan sulit
dipersoalkan. Dalam situasi ini, wacana perlindungan yang dibawa KUPI menjadi
bentuk perlawanan terhadap cara pandang yang menempatkan anak perempuan
sebagai alat menjaga moral dan reputasi keluarga. Fatwa ini menggeser standar
moral dari “menjaga nama baik” menjadi “menjaga keselamatan dan masa depan
anak”.

Namun, perubahan yang dihasilkan sejauh ini masih lebih terlihat pada
tingkat wacana dan kesadaran. Secara struktural, praktik pernikahan anak masih di
Indonesia berlangsung, terutama melalui mekanisme dispensasi nikah dan kuatnya
pengaruh norma adat serta tekanan sosial. Karena itu, wacana perlindungan dalam
fatwa KUPI dapat dipahami sebagai langkah penting dalam proses perubahan
jangka panjang, meskipun belum sepenuhnya mengubah struktur sosial yang ada.
Secara keseluruhan, Fatwa KUPI tentang Pernikahan Anak bukan hanya produk
hukum keagamaan, tetapi juga upaya membangun cara pandang baru tentang Islam
sebagai agama yang berpihak pada perlindungan dan keadilan bagi anak.

B. Saran

Penelitian ini berfokus pada konstruksi wacana dalam teks dan konteks
sosialnya, sehingga penelitian berikutnya dapat memperluas perhatian pada tahap
implementasi. Penting untuk melihat bagaimana fatwa dipahami, ditafsirkan, dan
digunakan dalam praktik, misalnya dalam putusan pengadilan agama, diskusi

keagamaan di tingkat lokal, atau dalam ruang media. Dengan cara ini, dapat
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diketahui apakah makna yang dibangun dalam teks tetap bertahan, berubah, atau
bahkan ditolak ketika berhadapan dengan realitas sosial.

Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan
komparatif dengan membandingkan fatwa dari lembaga keagamaan yang berbeda
atau membandingkan fatwa tentang isu yang sama dalam periode waktu yang
berbeda. Perbandingan semacam ini dapat membantu menjelaskan bagaimana latar
sosial, posisi kelembagaan, dan orientasi ideologis memengaruhi cara suatu fatwa
dikonstruksi. Kajian juga dapat diarahkan pada aspek epistemologis, yaitu
bagaimana metode istidlal digunakan, bagaimana dalil dipilih dan disusun, serta

bagaimana otoritas dibangun dan dilegitimasi dalam teks fatwa.
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